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ABSTRACT 

The Complete City Development Program is a strategic initiative aimed at 

establishing comprehensive, accurate, and integrated land administration data. 

This study aims to evaluate the implementation of the spatial framework in the 

Complete City Development Program at the Makassar City Land Office, identify 

the challenges encountered during its implementation, and examine the efforts 

undertaken to address these challenges. This research employed a qualitative 

method with a case study approach. Data were collected through observation, 

interviews, documentation, and literature review, and were analyzed using 

descriptive analysis. The results indicate that the implementation of the spatial 

framework has supported the Complete City Development Program through the 

improvement of cadastral mapping quality and the integration of land 

administration data in accordance with the applicable standards. Nevertheless, its 

implementation continues to face several technical challenges, including data 

inconsistencies, incomplete land records, system limitations, and differences in 

coordinate reference systems, as well as non-technical challenges related to the 

limited number and competency of human resources. To address these issues, data 

cleansing and mapping prioritization were implemented, contributing to a 

reduction in the number of land parcels classified as KW 4, KW 5, and KW 6. 

Therefore, the implementation of the spatial framework has supported the 

realization of the Complete City Development Program in Makassar City; however, 

further improvements in data quality, information systems, and human resource 

capacity are still required to optimize its implementation.  

Keywords: Complete City, Spatial Framework, Land Data Quality 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tanah merupakan salah satu kebutuhan fundamental bagi manusia dalam 

rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Permintaan terhadap 

tanah semakin melonjak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, disertai 

pembangunan kawasan permukiman sebagai tempat tinggal, zona industri, 

bangunan perkantoran untuk aktivitas kerja, serta berbagai fasilitas pendukung 

lainnya (Rahmawati, 2022). Data yang diperoleh pada pertengahan tahun 2025, 

terlihat adanya peningkatan dalam tingkat pertumbuhan populasi di Indonesia 

sebesar 1,09% dari 281,6 juta menjadi 284,4 juta jiwa (BPS, 2025). Kondisi 

tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap lahan terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk secara tidak langsung 

memicu lonjakan akan tanah. Selain itu pembangunan permukiman, permintaan 

tanah juga semakin tinggi guna memenuhi berbagai kepentingan lainnya. 

Sementara itu, ketersediaan tanah semakin terbatas karena jumlahnya bersifat 

tetap dan tidak mengalami penambahan (Ramadhani, 2021).  

Pendaftaran tanah adalah proses pertama yang dilaksanakan untuk 

mendaftarkan bidang tanah yang sebelumnya belum tercatat secara resmi atau 

belum diterbitkan sertifikatnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Roziqin & Mahmoud, 

2025). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN telah 

melaksanakan program nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan untuk mempercepat proses 

pendaftaran kepemilikan tanah secara menyeluruh dan terstruktur (Parapat & 

Kurniawan, 2021). Program PTSL dilaksanakan secara serentak di seluruh 

wilayah Indonesia. Program ini mulai berjalan sejak tahun 2017 dengan target 

agar pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia telah terpetakan secara 

lengkap dan memiliki sertifikat (Putrisasmita, 2023).  Sesuai dengan arahan 

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam peringatan HANTARU 2025 di 
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Lapangan Kementerian ATR/BPN, melalui program PTSL hingga September 

2025, pelaksanaan pendaftaran tanah telah mencapai 123,1 juta bidang, 

sementara jumlah tanah yang telah tersertifikasi sebanyak 96,9 bidang. 

Dalam kegiatan pendaftaran tanah berbasis sistematis, semakin 

bertambahnya jumlah bidang tanah yang telah tercatat dan semakin rumit proses 

pemetaan wilayah-wilayah tersebut. Berbagai faktor yang menjadi penyebab 

utama kesulitan tersebut meliputi keberadaan gambar ukur (GU), kualitas data 

pengukuran, serta ketersediaan peta dasar pendaftaran. Upaya untuk 

mengantisipasi tantangan tersebut dilakukan melalui penguatan program 

peningkatan kualitas data yang diarahkan pada pembentukan data pertanahan 

lengkap. Komitmen tersebut diwujudkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui 

penerbitan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk 

Kota/Kabupaten Nomor: 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 pada tahun 2019 

sebagai acuan dalam pembangunan data lengkap mulai tingkat desa/kelurahan 

hingga kota/kabupaten. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menjawab berbagai permasalahan tersebut adalah kerangka kerja spasial 

(spatial framework) sebagaimana dikemukakan oleh Enemark dalam konsep 

Fit-For-Purpose Land Administration. Pendekatan ini menempatkan data 

spasial sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. 

Kerangka kerja spasial merupakan pemetaan dasar berskala besar yang 

menunjukkan bagaimana lahan dibagi ke dalam unit-unit spasial (seperti bidang 

tanah dan petak) untuk tujuan penggunaan dan penguasaan tertentu. Kerangka 

ini menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai fungsi administrasi pertanahan, 

seperti pencatatan dan pengelolaan hak tenurial yang bersifat hukum maupun 

sosial, penilaian nilai tanah dan properti serta perpajakannya, identifikasi dan 

pengelolaan penggunaan lahan saat ini, perencanaan penggunaan dan 

pengembangan lahan di masa mendatang, penyediaan layanan utilitas, serta 

pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam (Enemark dkk., 2015).   

Kabupaten/Kota Lengkap adalah kabupaten/kota yang seluruh bidang  

tanahnya terdaftar yang masing-masing desa/kelurahannya telah memenuhi 

syarat lengkap dan valid baik spasial maupun yuridis, sesuai dengan ketentuan 
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yang tercantum dalam Juknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023. Predikat 

Kota/Kabupaten Lengkap dapat dicapai melalui proses pembangunan data 

pertanahan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan. Syarat 

menjadi kabupaten/kota lengkap dilihat dari bidang tanahnya sudah terpetakan 

secara menyeluruh, sebagian besar bidang tanahnya sudah bersertifikat, dan 

tidak terdapat anomali bidang tanah. Program Desa/Kelurahan lengkap menjadi 

bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Program ini diarahkan untuk 

memperkuat kepastian hukum hak atas tanah sebagai salah satu isu strategis 

nasional. Dengan terpenuhinya kondisi tersebut, pembangunan Kabupaten/Kota 

Lengkap diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi pertanahan, 

meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, serta menyediakan basis data 

pertanahan yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan. 

Pembangunan Kabupaten/Kota Lengkap memerlukan strategi yang 

disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan di setiap wilayah. Strategi 

yang diterapkan umumnya mencakup peningkatan kualitas data pertanahan, 

penyempurnaan pemetaan, serta penguatan koordinasi antar pemangku 

kepentingan. Di Kabupaten Karanganyar, penyelesaian permasalahan K4 

dilakukan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, pembagian beban kerja, 

dukungan pendanaan pemerintah daerah, serta pelaksanaan kegiatan sesuai 

petunjuk teknis (Handono dkk., 2020). Sementara itu, di Kabupaten Klaten, 

pembangunan desa lengkap dilaksanakan melalui penetapan prioritas desa, 

sensus pertanahan, pemetaan bidang tanah, pengelolaan dokumen, dan studi 

banding (Wulansari dkk., 2024). Selain itu, kolaborasi antara Kantor 

Pertanahan, akademisi, dan mahasiswa di Desa Grogol, Kabupaten Gunung 

Kidul, turut mendukung percepatan pemetaan desa lengkap (Junarto & 

Suhattanto, 2022). Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pembangunan 

Kabupaten/Kota Lengkap memerlukan strategi yang adaptif, meskipun 

implementasinya secara nasional masih menghadapi berbagai tantangan. 
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Tantangan perwujudan Kota Lengkap juga dihadapi oleh Kantor Pertanahan 

Kota Makassar. Kota Makassar memiliki luas wilayah 177,59 km² yang terbagi 

ke dalam 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Sebagai pusat pertumbuhan utama 

di Sulawesi Selatan, Kota Makassar mengalami perkembangan yang pesat pada 

sektor infrastruktur, perdagangan, dan layanan publik (Revirgin dkk., 2025). 

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kota Makassar Tahun 2026, jumlah 

keseluruhan bidang tanah mencapai 388.801 bidang, dengan 347.200 bidang 

atau 89,3% di antaranya telah terdaftar. Meskipun capaian pendaftaran tersebut 

tergolong tinggi, peningkatan kualitas data pertanahan belum sepenuhnya 

terpenuhi. Hal ini terlihat dari jumlah Buku Tanah (BT) yang telah tervalidasi 

sebanyak 298.601 bidang atau 86% dan Surat Ukur (SU) tervalidasi sebanyak 

297.636 bidang atau 62,16%. Selain itu, per 1 Januari 2026 masih terdapat 

91.312 bidang tanah berkategori KW 4, KW 5, dan KW 6 atau 26,3%, serta 

139.094 bidang pra-sertel atau 40,06%. 

 Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kota Lengkap tidak 

hanya ditentukan oleh tingginya persentase bidang tanah yang telah terdaftar, 

tetapi juga oleh kualitas dan keterpaduan data spasial maupun yuridis. 

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk 

Kota/Kabupaten syarat menjadi kota lengkap dapat dilihat dari jumlah bidang 

tanah terdaftar minimal 80%,  toleransi KW 4, KW 5, dan KW 6 kurang dari 

5%. Meskipun persentase bidang tanah terdaftar di Kota Makassar telah 

melampaui indikator tersebut, tingginya jumlah bidang berkategori KW 4, KW 

5, dan KW 6 menunjukkan bahwa kualitas data pertanahan masih memerlukan 

penyempurnaan.  

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kota Lengkap di 

Kantor Pertanahan Kota Makassar masih menghadapi tantangan dalam 

mewujudkan data pertanahan yang lengkap, valid, dan terintegrasi. Meskipun 

persentase bidang tanah terdaftar telah melampaui indikator yang ditetapkan, 

kualitas data spasial dan yuridis masih memerlukan penyempurnaan, 

sebagaimana tercermin dari capaian validasi buku tanah, surat ukur, serta masih 

tingginya jumlah bidang berkategori KW 4, KW 5, dan KW 6. Kondisi ini 
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menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Lengkap tidak hanya 

bergantung pada kuantitas bidang tanah yang terdaftar, tetapi juga pada kualitas 

data pertanahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk 

mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan 

Kota Makassar berdasarkan perspektif kerangka kerja spasial (spatial 

framework).  

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian untuk mengevaluasi 

pelaksanaan pembangunan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Makassar 

melalui perspektif kerangka kerja spasial (spatial framework) guna 

mengidentifikasi berbagai kendala serta upaya yang diperlukan dalam 

mewujudkan Kota Lengkap. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul 

"Problematika Pembangunan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota 

Makassar Ditinjau dari Aspek Kerangka Kerja Spasial (Spatial Framework)." 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada penjelasan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembangunan kota lengkap di Kantor Pertanahan 

Kota Makassar? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam 

pembangunan kota lengkap? 

3. Apa strategi yang telah dilakukan kantor pertanahan Kota Makassar untuk 

menyelesaikan problematika tersebut? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui mekanisme kerangka kerja spasial dalam pembangunan 

kota lengkap di kantor pertanahan Kota Makassar; 

b. Mengetahui kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Makassar 

dalam pembangunan kota lengkap; 



 ` 
 
 
 

 

6 

 

c. Mengetahui strategi yang telah dilakukan kantor pertanahan Kota 

Makassar untuk menyelesaikan problematika tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik 

dalam aspek teoritis maupun praktis, seperti yang dijabarkan di bawah ini: 

a. Manfaat akademis yaitu memberikan informasi mengenai pembangunan 

kota lengkap yang ditinjau dari kerangka kerja spasial yang dapat 

digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya; 

b. Manfaat praktis yaitu bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sumber informasi tambahan yang mendukung 

pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan dalam pengambilan 

keputusan serta referensi terkait oleh kantor pertanahan dalam kegiatan 

menuju kota lengkap. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merumuskan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kerangka kerja spasial dalam pembangunan Kota Lengkap di 

Kantor Pertanahan Kota Makassar telah sejalan dengan prinsip-prinsip 

kerangka kerja spasial. Hal tersebut ditunjukkan melalui penerapan sistem 

batas tetap (fixed boundary), pemanfaatan foto udara beresolusi tinggi 

sebagai dasar pemetaan, penggunaan data spasial yang telah memenuhi 

standar akurasi sesuai petunjuk teknis, serta pelaksanaan pembaruan dan 

peningkatan kualitas data bidang tanah secara berkelanjutan.  

2. Pelaksanaan pembangunan kota lengkap di Kota Makassar masih 

menghadapi kendala teknis dan nonteknis. Kendala teknis meliputi 

ketidaksesuaian batas bidang tanah antara peta dan kondisi lapangan, 

ketidaklengkapan dokumen pertanahan, bidang tanah di wilayah perbatasan 

antar kabupaten, penggunaan data berdasarkan administrasi kelurahan lama, 

keterbatasan akun pengguna dan gangguan server GeoKKP, serta perbedaan 

sistem referensi. Sementara itu, kendala nonteknis mencakup keterbatasan 

jumlah serta kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

pembangunan kota lengkap. 

3. Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan 

pembangunan kota lengkap, Kantor Pertanahan Kota Makassar menerapkan 

strategi cleansing data dan penentuan prioritas pemetaan. Strategi tersebut 

berhasil meningkatkan kualitas data, yang ditunjukkan dengan penurunan 

jumlah bidang tanah  berkategori KW 4, KW 5, dan KW 6 dari 91.312 

bidang menjadi 76.667 bidang atau berkurang 14.645 bidang (16,04%).  

Meskipun demikian, peningkatan kualitas, sistem, dan kapasitas sumber 

data manusia masih diperlukan agar pelaksanaan pembangunan kota 

lengkap dapat berlangsung lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembangunan Kota Lengkap di Kota 

Makassar, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan kepada pihak-

pihak terkait sebagai berikut: 

1. Untuk Kantor Pertanahan Kota Makassar 

Kantor Pertanahan Kota Makassar diharapkan dapat meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan dan 

pendampingan teknis secara berkelanjutan, terutama dalam kegiatan 

peningkatan kualitas daya pertanahan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi atau 

web pertanahan perlu dioptimalkan agar proses validasi, pemetaan, dan 

pemutakhiran data dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akurat. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian 

lanjutan yang lebih mendalam mengenai hasil serta dampak dari 

peningkatan kualitas data pertanahan, terutama dalam mendukung 

pelaksanaan pembangunan kota lengkap. 
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